
~-.-.--~ -
. ' ' 

,' 

B A B I tr 

SINGLE MAJORITY GOLKAR DALAM SISTE.M POLITIK INDONESIA 
DA.LAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM 

A. EKSISTENSI GOLK.AR DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI ISLAM 

Seperti kita maklumi bersama , bahwa manusia dici~ 
·-

tak0n oleh Allah di dunia ini , mempunyai hak otonomi~ k~ 

rena mempunyai hak otonomi itulah, manusia mempunyai hak 

pilih moral dan hak kemauan bebas dalam rangka mencar i 

eksistensi kemanusiaannya. Eksistensi inilah yang harus 

mendapatkan pengakuan dari rnanusia yang lain, sebagai SQ 

atu persyaratan rnutlak untuk menjadi manusia ya ng utuh 

dan paripurna. Eksistensi i tu kita kenal sebagai hak-hak 

asasi manusia . 

Islam, sebagaimana kita ketahui, sangat menjamin 

dan melind.ungi hak-heJ~ ascisi. ini dari ancaman-ancamcin dan 

usaha-usaha yang berusaha menghilangkan dari diri manu-

sia. Sebab manusia dengan posisinya sebagai khalifah 

Al l ah di muka bumi diberikan kekuasaan (quddira lahu ) 

untuk menciptakan peristiwa-peristiwa sejarahnya dengan 

kemauan dan ikhtiarnya, untuk tujuBn negatif maupun tujJ:! 

a n positif . Sehingga- menurut Syafii Maarif (1995: 19 ), ID§: 

ka terserah kepada manusia untuk merekayasa masa de pan 

peradabannya, karena masa depan itu terbuka bagi semua 

umat manusia. Yang dihimbau Al Qur 1 an adalah agar mereka 

tetap hirau dengan prinsip- prinsip moral abadi yang me-
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mancar dari suatu kawasan tak terhingga yang berfungsi 

untuk rnenyinari gapaian manusia dalam mencari makna dan 

tujuan hidup sepanjang perj a lanan se j arah. 

Berpijak dari eksistensi manusia diatas , dalam ko­

relasinya dengan status individu se bagai anggo ta masyar,g 

ka t atau kelompok masyarakat dal am suat u negara, harus 

dihormati dan diberikan hak-hak asasinya sebagai warga 

negara yang utuh .. Dalam artian lain, harus diberikan pe_:r 

samaan hak antara individu yang satu dengan individu ya­

ng lain atau ke l ompok masyarakat yang satu dengan kelom­

pok masyarakat yang l ain dalam rangka berpartisipasi di 

s emua bidang ke hidu pan,, t erlebih dibidang politik .. 

Se perti dijelaskan di dalam bab sebelurnnya, bahwa 

tujuan nega ra Islam adalah mempertahankan keselamatan dan 

integri tas negara, memelihara terlaks ananya undang- un 

dang dan ketertiban, serta membangun negara itu sehingga 

setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya 

itu demi kesejahteraan seluruh warga negara. 

Dari sini bisa ki ta liha t, bahwa negara yang akar1 

dibangun oleh Isla m> adalah negara yang me mberikan kese.f!! 

patan yang seluas-luasnya kepada warganya untuk turut 

serta berpartisipasi dalam rangka rn e mba ngun negaranya d.fi 

m.i kese jahte r aan da n kebahagian seluruh masyarakatnya .. 

Sela in itu, ~ e tiap anggota masyarakat diwajibka n turut 

serta meme liha ra kedaulata n dan kesela matan se rt a inte-
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gritas negara atau persatuan dan kesatuan bangsa . Se­

hingga tidak dibenarlrnn s e tia p anggota negara melakukan 

perbuata n-perbuata n yang mengganggu stabilitas ke amanan 

dan ketertiban di dal am masyarakat, tidak terkecuali pe-

merintah a tau penguasa. Bahkan penguasa yang mendapatkan 

kepercayaan dari rakyat, tidak dihenarkan melakukan per-

buatan y ang merugikan rakyat a t au memat j.kan hak-hak r ak­

yat yang dijamin oleh undang-undang. Kare na hal itu ter-

masuk khianat, dan akan diancam oleh Allah, sebagaimana 

"Janganlah kamu seperti perempuan yang merusakkan be­
nang yang dipintalnya, sesudah kokoh menjadi rusak ke_m 
bali. Kamu jadikan sumpahrnu untuk alat penipu diantara 
kamu 9 kare na ada segolonga:ni lebih banyak dari golongan 
yang lain. Hanya Allah mencob:a karn.u dengan dia.. Nanti 
Allah akan me nerangkan kepadamu pada ha ri kiamat, apa­
apa yang telah kamu pe r s elisihkan" ( Q .. S e 16 : 92). 

&1.&,pijak pada konsep Islam diatas, bisa diidenti-

fikasikan dan dikomparasikan dengan prilaku politik de-

mokrasi yang sedang berlangsung di negara kita, yang se-

ring kita jumpai adanya penindasan-peni ndasan hak aza.si 

manusia, dan bahkan mematikan prinsip demokrasi rakyat~ 

Setidaknya hal ini bisa. diliha t dari eksistensi GOLKAR 
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d&lam percaturan perpolitikan di Indonesia. 

Sebagaimana disinggung dalam hab sebelumnyail bah­

wa eksistensi GOLKAR sebagai kekuatan politik yang ada 

dan hidup di negara kita ini, tidak malah memberikan wa:r. 

na positif dalam kehidupan politik bangsa, malah sebali!f 

nya) dengan adanya GOLK.AR terjadi depolitisasi yang dil,e 

kukan pemerintah dalam s emua aspek kehidupan .. Hal ini di 

sebabkan karena GOLKAR merupakan salah satu kekuo.tan u­

tama pemerintah Orde Baru, dalam rangka mengamankan dan 

mempertahankan status quo pemerintah ORBA .. Sehingga dis_g 

tiap ke sempatan, te rutama delam proses pe leksane.an pemi­

lihan umum, GOLKAR selalu mendapatkan perlakuan- perlaku­

an khus us dari pemerintah yang mengunt ungkan posisinyao 

Dari sini dapat dikatakan, bahwa GOLKAR tidak lagi dise­

but sekedar the ruling party atau partai yang sedang me­

merintah, tetapi lebih jauh sebagai the government ' s pa£ 

ty atau partai pemerintah . 

Dari prilaku politik diatas> jelas bagi kita bah­

wa prinsip-prinsip yang sangat esensi bagi demokrasi be­

lum dilaksanakan di negara kit~ ini. Dalam alam negara 

demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat yang mem­

punyai hak turut menentukan siapa-siapa yang akan menja­

di pemirnpin yang nantinya menentukan kebijakan umum atau 

public policy, ha rus benar-benar dihormati dali dijalan -

kan oleh sernua anggota negara. 
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Dalam Islam, pemerintahan yang di inginkan bukan 

pemerintahan yang dipimpin ol eh segolongan atau kelompok 

t er t entu saja > namun dikuasai oleh seluruh masyarakat mld_s 

lim, dengan berlandaskRn ke pada norma-norrna dan nilai-ni 

lai Islam sebagai dasar pemeri ntahannya. Sehingga dengan 

tuntuna n syari 1 at itu, dapat diwujudkan suatu umma t dan 

pemerintahen yang herdasarkan prinsip-prins i p y ang rasiQ 

nal dan mem.enuhi kebutuhan masyarakat manepun atau ummat 

manapun pada set iap zaman dan tempat. Sebagai mana Allah 

"Orang-ore,ng yang ber juc:ing dalam ( men unaikan hak) Kami 
niscaya Kami tu n juki mereka ke j a lan Kami. Sesungguh -
nya Allah beserta orang- orang yang me mpe rbuat kebaikan 
(Q.S. 29 :69) . 

Dalam Islam, pemerintah atau pemimpin ter t inggi 

negara bukanlah sumber kekuasaan. Tet a pi ia hanya l ah wa-

kil umma t un tuk me nangani kepe ntingan agama dan dunia~ 

s e l ara s denga n s yari' at Allah dan Rasul-Nya. Sehingga 

s umber kekuasaan itu t e r letak pada ummat itu sendiri . s~ 

hingga bila khalifah berbuat salah, umma t mempunyai hak 

untuk menasehati, melu ruskan dan mengoreksi, atau bahkan 

memecat bila terdapat alasan yang sah. Ini membukt ikan 

bahwa Islam sangat men junjung tinggi dan memandang bahwa 

part isipasi masyar aka t a t au warga negara merupakan hal 
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yang paling esensi dalarn membentuk pemerintahan yang de-

r:iokrasi. 

Terhadap kebebasan melakukan kontrol sosial i ni, 

Islam tidak hanya menganjurkan tetapi mewajibkan kepada 

setiap ummatnya. Sebab menyuruh kepada kebaikan dan me -

larang dari kemungkaran (kejahatan ) , merupakan tugas po-

kok yang harus dilaksanakan , yang keduduk a nnya sama deng 

an melaksanakan rukun Islam. Sebagai mana firman Allah: 
/ 

It/ /1. / / I / '.! ....,,, / 

'.} /// / / '°-'"''// /c: .P ~_,,. ~r . ,,,':' _,, .... . , . ·\\ 
'" """° 1e1 6 -~·Jll .~-"' b \ -:. i tJ l.9 1 L.-~..J...P 1, ~ ~~..; u_, \.......1-~ 
..../ ...r ../ y---.J J ~ ....7 ;' • '. I \ /"' ~ 1~ -( / .• ~ ·:I. L 

• -~' . .. C... ~.9 yJ_,..- -
--··> "'-T' / 

"Mereka i tu apabila Kcimi berik8n kedudukan (kekuci.sae.n) 
di muka bumi, senantic?sa rn enegakkan shalat dan memba -
nyar zakat, dan mereka menyuruh dengan y 0ng makruf dan 
melarc:rng dari yang munkar" (Q . S . 22 : 41). 

Jadi eksistensi GOLKAR sebagai salah satu unsur 

dalam lembaga ahlul halli wal aqdi atau DPR, seharusnya 

menjad j_ lembaga korektif ate.s prilaku penguasa atci.u pem&, 

rintah. Sebab s a lah satu fungsi dari. lembaga ini adalah 

alci.t pengontrol pemerin t e.h a t as kebi jakan-lrnbijakan yang 

te l ah di tetapkan. 

N"amun kenyata.an yang t erjadi tidEJk demikien . Yang 

terjadi adalah GOLKAR menjadi kekua t an politik peme-

rintah, yang dijadi kan alHt penguasa untuk mengamanken 

dan mempertahankan status quonya~ Padahal se bagai kekua­

tan po l i t i k, GOLKAR mempunyai kedudukan yang sci.ma dengan. 

partai politik yang lein , PPP dan PDI . Sehingga dengan 

eksistensi GOLKAR yang semacam ini, akan tercipta kekua-
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saan rnonolitik yang diharamkan Islam. Sesuai firman Hy a : 
" ' ,/ / !J/,.J.. .. / ,! / tl _,1 ~ • 'y '7)' O/"~~ii;;;:; // ~ l.,J,,•// ,, _,-; 
.~b.1 1~~ .-DdJt ~ ~01 

.. vt0'-',,, I"":-:-\ .. c:.-6~ 
-1 -..../ / _., V/ / _,,, / 

l'l _, / ~ / "// f J .:::: // / .I :::: ~ ..J / // / " ::::. / ,..,:, .P' 

·~..>~I~!)~~ .J~\~j ~~.~l~~_JI 
"Maka ap2Jmh kiranya jika kamu berkuasa, maka kamu a­
kan membuat kerusakan di muka humi dan memutuskan hu­
bungan kekeluargaan? mereka itulah orang-orang yang 
dile.knati Allah dan dituli kanNya telinga mereka dan 
dibutakan - Nya penglihatan mereka 11 (Q.Se 47:22-23) .. 

Ayat diatas memperingatkan kepada ki t a, bahwa ko.n 

sent r asi kekuasaan yang bertumpuk ditangan penguasa, bi­

asanya akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan ke-

kuasa.sn 0 Hal ini sebagaimci.na pen jelasan ayat diatas mer}! 

pakan watak manusia yang diberi arnanah kekuasaan~ 

Umat Islam harus mencegah penguasa yang tirani 5ni 

dan sekaligus memhela orang-orang yang teraniaya. Seba -

gaimana sabda Nahi yang diriwayatkan oleh Bukhari: 
~ 9 )' , / /:.:rt .. , . / f' >I> " ,, -: /,..,. # ,,,, ...... . / ~ .... ..... _./ ,..,. "' .; .1'4 

o ~ j . ' J.:; ~ o, ' I · \f:;, l: · 1 t:. •• ... ~ lJ I \!. ~ \t.;J <J· • \ 
-.._/ I ~ • • '-' :.,,;')C-4 • ..__I.:; • '-"~__.I _, _>0 '-...:....- ~ 

JI ,, , ,,, . ,,,, .,. ,,. ~,, ,, ,,, ,, J> , "-{. ,,, ,,,. <? n ... 
• . 9 J1 I: l It ~ • A • ~ ll '.° I L 

• 'O ~ '---"'w .A}! ~ ~ t) ._;--::;: ~ y.J 
....::;_,/ ,,,/ / / . '----' , / 

1"Tolonglah saudaramu, baik yang menganiaya maupun yang 
teraniaya .. Salah seorang sahabat oertanya: "Aku senan­
tiasa menolong yang teraniaya 1 tetapi bagaimanakah ha­
rus aku menolo ng orang yang menganiaya? 11 Rasulullah 
saw. bersa.bda: 11 Engkau halangi (cegah) dia dari perbll.§1 
tan yang aniaya, begitulah CClra. menolongnya 11 

~ /-:::: // / ~ /" / • /.I / " )' " ~ CJ,/"/ / / / ,,, / ,, ;:::; 

.1. .... )J')JJ _s;J 1J ~->LJ1 " ,,W1 ~ -f'.. :w -....:.:_,lo! ;1 ......,..LiJ1 ~.1 
. v. ;... J ·,,, /(...._.)/ •. -"._,.; / / 

"Sesungguhnya apabila seorang penguasa tirani mati, m.§! 
ka tentramlah rakyat hanyak~ dan negeri, tumbuh - tumbu­
han, dan hewan (binatang-binatang)'' (HR. Bukhari-Mus -
lim)o 

Kiranya t idak berlebihan bil8. kita berpedoman dan 
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berkiblat pada perka t aan Umar bin Khatab di depat orang 

banyak : "Demi Allah, aku sama sekali bukan seorang r a j a 

sehingga dengan kekuasaa n dan tiraninya akan mempe r budak 

kalian. Aku sama seper ti halnya salah seorang diantara 

kalian. Ke dudukanku terhadap kalian adalah s eperti k edu­

dukan seorang wali anak ya tim yang memelihara diri dan 

hartanya 1~ 

Perkataan Umar diatas, menegaskan kepada. ki t a bah 

wa penguasa atau pemerintah pada hakekatny a adal ah wali 

bagi seluruh wa r ga negaranya . Bukan wali bagi segolongan 

atau sekelompok s a j a . Untuk itu pemerint ah di tuntut mem­

berikan perhat i a n dan kedudukan ya ng sarna k epada semua 

warga negara,, baik se bagai individu maupun sebagai ke­

lompok masyarakat. 

Dal a m bidang pembangunan polit ik, tidak dibenar -

kan pemerin tah me njadikan GOLKAR sebagai partai pemerin­

tah, sehingga berusaha meme nangkan GCLKAR di setiap pe­

milihan umum . Di sini , pemerin tah dituntut untul".:. menjadi 

was i t yang benar- benar be rsih dan adil. Karena tugas dan 

t anggung j awab perne rintah sebagai pelaksana undang - unda:i.g 

di satu s i si, dau GOLKAR sebagai unsur dalam lembaga ah­

lul halli wal aqdi yang membuat undang-undang di sisi la­

in , saling bersebrangan. Sehingga bila t erjadi dualisme 

kepentingan dalam satu lembaga, legi slatif, yang terjadi 

ada l ah ketimpangan dalam menj a lankan tugas dan tanggung-

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



jawabnya, yaitu melahukan pengawasan terhadap 

undang-undang yang dilakukan pemerintah . 
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jalannya 

Kar ena dengan tidak berjalannya fungsi lembaga l.Q 

gislatif sebagai alat kontrol pemerintah, akan mencipta­

kan kekuasaan pemerintah y2,ng tidak te rbatas. Ini berar­

ti bertentangm1 dengan prinsip- prinsip negara hukum , yOl',g 

menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi~ 

Dalam Islam, konstitusi negara bukan saja berlaku 

dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu ke 

nyatci.an sepenuhnya dalam artian diherlakukan secara efe_!s 

tif. Dalam kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara 

murni dan konsekwen. Yai tu meletak..1:an prinsip persamaan 

dalam hukum dengan bersikap adi l didalam · menerapkan ke -

tentuan-ke tentuan hukum bagi semua warga negara , tanpa 

mengenal di skriminasi apa pun baik kepada individu mau­

pun golongan masyarakat. 

B. DOMIN.ASX GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DE.ti10KRASI ISI,AM 

Nilai-nilai asasi dalam Islam yang harus dihorma­

ti oleh setiap manusia tanpa terkecuali, seperti dikemu­

kakan dalam boo.sebelumnya , ialah persamaan hak , kedudu­

kan dan kesempatan sebagai pelaksana undang-undang , sa­

ling tolong menolong dalarn kebaikan dan ketaqwaan, dan 

tidak saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, 

kesadaran akan tc:mggung javtab di hadapan Allah, kesesua]; 

an antara individu dan masyarcikat serta negara dalam 
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sa saran yang satu~ 

Islam tidak mernbedakan ummat manusia atas jenis ~ 

lamin, asal usul etnis, warna kulit, lcitar belakang his­

toris, sosj_al, ekonomi ~ dan se bagainya . Diskriminasi dan 

segregasi (pengasingan) adalah musuh Islam yang harus di 

basmi. Yang diinginkan Islam adalc>-h terciptanya hubungan 

keseimbangan antara individu dan negara, sehingga tidak 

menjadikan negara sebagai penguasa mutlak yang dapat be£ 

buat apa saja terhadap rakyat. 

Berdasarkan konsep Islci.m di atas, dalam hubungan-

nya de11gan dominasi GOLKAR, sebagai kekuatan mayoritas 

dal am pemerintahan maupun dalam lembaga legislatif ( DRR) 

di Indonesia .. Tidak diperbolehkan menghilangkan salah 

satu atau lebih dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai asg 

si itu .. Karena dengan menghilangkan nilai-nilai asasi di 

atas, berarti menghilangkan kodrati manusia sebagai waf: 

ga negarci. $ Dan ini termasuk diskriminasi dan penindasan 

terhadap hak-hak rakycit yang dijunjung tinggi oleh hukumo 

Eksistensi golongan-golongan atau partai-par t ai 
• 

di akui dalam Islam, karena ditopang oleh ketentuan Al­

Qur 1 an dan sunnah .. Hal ini juga clipraktekkan dalam peny~ 

lenggaraan negara pada zaman Khula faur Rasyidin. Secara 

Qur'ani, pe ngakuan eksistens i golongan atau partai dalam 

rnasyaraket atau negara Islcnn, di tuangkan dalc;.m firmanNya 

surah Al-Hujurat: l 1 yang berbunyi : 
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• / 1.J ·~ ' / /,.I/ If/" .... .., ,,,, " / '/:~ ~)// --: ~ .'"' l/~I/ 
-.t~ ~.Jt.:. ul ~ 4} ~~Jjv~y y ' ~~~l~V. 

,, 'f/ / / ~I ' ... ?'/ (.,~, / I / ~ / I / f w ""~ j ./ 4 ~;..., 
.,.;'J • • • • • I . • • JI ~ w > ~ IJ_:;J:;.:)3 (.)~~0~ .. u1 ~- ~~~/ y / ) \ / 

' / I/ / /I ' / '/ I',,,)' I )' ~ /. . / ~~\L ~1 /1:::-; ./ 4F.I ,,, !J / 

_) u-' u ~J l ..u..: LJ _,..:J ' ("W .>'I V' ~ ~ y tJJ ..)J :.-~ y. ~.)I-' . ..:;., I 
/ / l • / /l ) 'Y / ~p / J / /./' / 

. • 0~1_;>~_,L; ~. 
"Hai orang-orang yang beri man, janganlcih suatu golong­
an ( ka um ) mengo lak-olokan golongan ( kaum) yang lain~ 
karena boleh jadi mereka (yang didck-olokkan itu) le­
bih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan ) ; dan jang 
anlah mereka ( wa nita- wanita) mengolok-olokkan wanita -
wanita lain (karena) boleh jadi wanita-v.anita (yang di 
olok- olokkan) lebih baik dari pada wanita-wanita (yang 
mengolok- olokkan), dan janganlah kamu mencela di r imu 
sendiri~ dan janganlah kamu panggi l memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggil a n) J8ng buruk sesudah iman, dan barang siapa 
yang tidak bertobat, maka mereka it ulah orang- orang 
y an z a 1 i m" ( Q. S . 4 9 : 1 1 ) .. 

Muhammad Ali Shahuni dal am mengomentari ayat ini, 

antara l a in menya t2.kan: "Hai orang- orang yang be riruan, -

yaitu kamu yang telah disifatkan dengan i man, dan membe-

narkan dengan Kitab Allah dan Rasul-Nya, janglanlah me -

rendahkan satu jarnaah (gol ongan) dengan jemaah (golongan ) 

yang lain~ 4an j anganlah seseorang kamu memperolok-olok 

se orang yang lain, sesungguhnya mereka yang rendah atau 

direndahkan itu umumnya l ebih baik pada sisi Allah dari 

pada mereka yRng mere ndahkan (Shabuni, 1981: 235) .. 

Berdasarkan penjelasan diatas , dapa t diambil ke -

simpul<'1n hahwa eksis t ensi setiap go l ongan (par tai) baik 

muslirn mRupun non muslirn, di dalEt.m kehidupan rnasya rakat, 

dibenarkan dan diakui keberadaanny a . Larangan yang dia -

' 
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tur dalam ayat diatas, janganlah eolongan-golongan i tu 

saling menghina, rnerendahkan dan menjegal satu dengan 

lainnya di dalam keh i dupan masy a r aka. t . ( Dj ae.lani, 199 5: -

199). 

Da lam praktek penyelenggaraan negara, para Khula ­

f~ur Rasyidin selalu konsisten dengan konstitusi negara 

Isl~un pertama. ye..ng telah di t en tukan oleh Rasul ullah saw~ 

Keanggo taan majelis syura juga senantiasa terdiri atas 

dua golongan mayoritas, ya~ni golongan Muha jirin dan go­

longan Ansar (Djaelani, 1995: 2 01). 

Lalu bagaimanaka h hubungannya dengan praktek do -

minasi yang dilakukan GOLKAR di dalarn pemerintahan mau­

pun di lembaga legislatif atau DPR?. 

Sebagai salah satu kekuatan politik yang mayori -

tas dan se l alu me menangkan di setiap pernilihan umum. GOL 

KAR tidak de ngan sendirinya rnendomine.si ke seluruhcin ate,s 

jabatan-j abatan di pemeri ntahan maupun dalam pengambilan 

kebijake n-kebijakan di dalam DPR. Karena hal itu terma -

suk prilaku tirani da ri mayoritas kepada minoritas yang 

bert entangan denga n prinsip-prinsip demokr asi yang akan 

di tegakkan Isle,m. 

Dalam hal menegakkan keadilan dalam kehidupan rna­

nusia dan menghentikan kezalirnci.n serta kesewenang-wenan_g 

an ini, telah dijelaskan oleh Al lah dalam firman-Nya : 
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I / ,I I \..,.i• / /,?~ /•/~/,,// 
..- J•J I ' ~ ./ / \ /~ }' f // '/~ .// , • ., 

1 
\}..1 .. _ \(.i 1·., 113 ~~1 n l:.J "'J ~I~ \.:...~J \..:...,L.,J\ .JAJ· 

~./'-'~./ y;-/ . / ~ ..)' / •_, q 

• // • / / i , /.,1./,.,./ 4'/ ~ 1.1~ 1 '/•_,/ . ., "L ,.,,, . L 1 · /I' 1 · ·1 . I~ .. _, 
;Ji, 1 fi ~ ()'' U_, tj l:...o .! ~-~~ (._,V>' ~ • ;\-.~ J:. ~I \...__) .Y j ~- y 

./ / ......... ,,,, ~ / ~~ .,,:.' /t"' / 4(' y./,; .)<-/ ,f/f ./ ./. 

jt. 'J- I C., •A\ ~I ()I l..._...!lj ~ j, ).,_.;) 3 Cy?, J 
" _r ./ ~ ~ ' ' / i-/ h / ~ 

nsesungg uhnye Ka:ni telah mengutus Rasul - Rasul Kami den_g 
an membawa bukti-bukti ye.ng nyata dan telah Kami turun 
kan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supa­
ya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami cipta­
kan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai rnanfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergu­
nakan besi itu) dan supaya Allah tahu siapa yang meno -
long (agama) Nya dan Rasul-RasulNya padahal Allah tidak 
melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Per­
kasan (Q, . S. 57:25). 

/I.It 9'o/I I •pJP/ ~ 4 / 1.}' ;;.,_?)fl/1J•/' . , / / . ~L . I.. I ' \, •• • I .. ! - I • • .. ..:..--
(.._, ,,j~J {; ()! ' \-I J ..)' !; l.. '- t<-1 ~ '-~ ~ ~ __t:~ .6---

J "" ../ / !I -"' ""/ I ._.I"/ ' ; • J- / / I~ / 

. ~;L. rj~+;,, 11 ~ 
/ "/ '/ / 

nKamu adalah ummat yang terbaik yang dj_lahi rka n untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma 'ruf dan mencegah dari 
yang rnunkar~ dan berirnan kepada Allah" (Q.S. 3: i 10). 

Da ri ayat-a yat diatas, da pat diketahui bahwa tujy 

an negara yang akan dipertahanka:n oleh Islam tidal-<: hanya 

mempertahankan kemerdekaan negara atau keutuban negara 

(pers8tU&n dan kesatuan) dan mencegab permusuhan antara 

golongan yang satu dengan yang lain (stabilitas politik) 

saja. Melainkan juga mempunyai tujuan yang sangat tinggi 

yaitu memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh r akyat 

berdasarkan Kitab Allah, dan upaya mencegah yang munkar, 

serta menje bol segala ma cam ke jahatan ( ti r ani) sampaj_ ke 

akar- akarnya (Hamidullah:; dkk, 1987 : 39). 

Di s ini jelas, bahw8 dominasi GOLKAR di dalam pe-

merint <:> lrnn da n leg isla t L r, de ngan a lcis an pe rsa tu .:~ n da.n 

kesa tuan atau st a bilitas politik , at9u yan g lainnya, ti-
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dak dibenarkan dalam Islam. Karena dengan a danya dornina­

s i ini, berarti telah menghilangkan partisipasi dan ek -

sistensi yang lain. 

1 .. DOMINASI GOLKAR DAL.4M PERSPEKTIF PRINSIP SYURA 

Seperti penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa 

dalam prinsip perundang~undangan Islam, musyawarah di 

nilai sebagai lembaga yang amat penting . Oleh karena 

itu penentuan kebijakan peme rintah dalam sistem peme­

rintahe.n Islam haruslah didasarkan kepada kesepakatan 

musyawarah .. K::-1rena itu~ musyawarah juga merupa kan pr.in 

sip penting dalam sis t em politik Islam . 

Sehingga me rupakan suatu keharusan bagi pemim­

pin negara serta para pe j abatnya untuk bermusyawarah 

dengan kaum muslimin dan mencari keridaan me r eka , me­

ngikuti pendapat mereka serta rnelaksanakan sistem pe­

merin t ahan dengan · cara musyawarah. Kedudukan musyawa­

rah dalam sistem po l i tik dan pemerintahan t ersebut ha 

rus berlandaskan kepada prinsip a mar ma 'ruf nahi mun­

kar, saling percaya mempe rcayai, serta bertujuan kon­

strukfif dan mengunt ungkan bagi kemaslahatan umrnat . 

Dalam Islam, lembaga syura mempunyai kedudulrnJ1 

yang berdiri sendiri. Artinya , lembaga ini diberi ke­

leluasaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya tanpa 

adanya campur tangan atau inte rvensi dari pihak-pi -

hak manapun. Tidak terkecuali pemerin t ah . 
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Jadi syura bukanlah berarti bahwa seseorang m_g_ 

rninta nasehat kepada orang lain, melainkan nasehat tim 

bal balik rnelalu i diskusi bersama . Hal ini seca.ra Jang 

sung menunjukkan bahwa kepala eksekutif tidak dapat 

sama sekali me nolak keputusan yang diambil melalui 

syura~ atau tidak diperbolehkan merekayasa keputusan-

keputusan dalam lembaga ini dengan cara apapun. 

Sehingga di dalam sistem nega r a Islam, pemili-

han anggota-anggota badan legislatif dijadikan prin -

sip dasar yang telah diatur dalam syari'atw SebagairrJ.§, 

na firrnan Allah dalam surah Asy- Syura ayat: 38: 
~~ / , } I , _,, • / I f. ~ J .1 I// / . ~ -::.. )' / _, / I .., / ! 1 }' "'::. , ~ ', .(, / 

~ .J ~~ l> ./ y _pt') _1 IJ efo-J ~ [j} I) (:~t/'_, ~ ~ I (J. ~I) 
I - ,. / ,, ~"'. ~, 1 _,,,,, 

.. le • ~ tfo • 

. • LJ..Y:,~~.)J 

"Dan bagi orang-o r ang yang menerima (mematuhi) s~r!! · 
an Tuhannya dan mencli rikan shalat, sedang urusan me 
reka diputuskan dengan musyawarah antara me reka~, dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami bQ 
rikan kepada mereka" (Q . S. 42:38). 

Dari isi ayat tersebut, ungkapan nctiantara me-

rekan dalarn ke tentu.:m Al Qur 1 an yang disebutkan dia -

tas menunjukkan seluruh jamaah (rakyat). Karena itu 

majelis syura atau DPR, seharusnya sungguh-sungguh .mg 

wakili s eluruh rakyat, beik pria maupun wanita (Djae-

lani, 1995: 197). 

Dari sini bisa kita anal i sa , bagaimana eks i s -

tens i dari dominasi GOLKA R di dal a m DPR. Karena hal 
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ini sangat mempengaruhi eksistensi DPR sebagai lemba­

ga syura a t au legislatif yang bertanggungjawab membu­

at undang-undang, dan sekaligus mengangkat khalifah 

yang akan menjalankan undang-undang. Sedangkan GOL -

KAR yang merupakan unsur kekuatan politik yang ada di 

dalamnya, mempunyai suara yang mayoritas. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa seba -

gai kekuatan politik yang memenangke-n pemilu, GOLKAR 

mernpunyai kedudukan mayoritas di DPR, mulai dari pu­

sat sampai daerah di lembaga ini, GOLKAR tampaknya s~ 

lalu mendorninasi keputusan-keputusan yang diambil dan 

jabatan yang ada. Padahal kita ke tahui pula, bahwa ia 

(GCLKAR) adalah merupakan salah satu kekuat c:n politik 

peme r intah OREA, se lain ABRI. Artinya, eks istensi GOL 

KAR di dalclm l e mbaga ini se lain menyuarakan aspirasi 

kepen ting an r akyat, jug a se bagai waki l pemerintah yang 

berusaha untuk melindungi dan mernperjuangkan kepenti­

ngan pemerintah. Disinilah kerancuan standar ganda d£ 

ri eksistensi dorninasi GOLKAR di le ~baga ini. Sebab 

bilci dihadapkan dengan persoalan- persoalan yang meny_g 

ngkut kepentingan rakyat di satu sisi , dan kepenting­

an pemerintah disisi lain, selalu yang diuntungkan a­

dalah kepentingan pemerintah. 

Padahal kalau kita merujuk kepada ketentuan Al 

Qur 1 an (Q. S. 42: 38) .. Bahwa sebagai salah satu unsur 
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dalam majelis syura, wajib bagi GOLKAR membela serta 

menyuarakan aspirasi kepentingan seluruh rakyat. Se-

bab kerne nangan GOLKAR dalam setiap pemilu merupa -

kan ekspresi dari kepercayaan dan amanat yang diberi-

kan rakyat. Sedangkan orang yang mengingkari amanat £ 

dalah khianat, dan khianat di larang dalam Islam . 

Larangan berbuat khianat ini, d.isinyalir oleh 

Allah dalam firmannya: 
1 

/ 

"' /1/4~1/ // I ~/ r ' I I/ I (.,, /./' 1/4~_/" //w "" 

G~L:.._J 1 c:,~ ·· 1;1; L~ 1 J~ ~/·· .:..,.l)jf 11J, ~,, u ~> ~~ ~' u~ 
/ / / v 

// ~ I P I / // / ~ w ~ '<-;: -I w 
1 l ~ / ' ·~ ;;.// f / 

• ~~. ~~ t> ""'~ I 0~ 1-;~ Lfy//~1 LJ ~ d~ ~/ l_,9k\.~ U \ 
"Sesungguhnya Allah menyuruh, supaya kamu membayar £ 
mana t kepada yang e mpunya, dan apa bila kamu menghu­
kum antara rnanusia, hendaklah kamu hukum dengan kea­
dilan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajarkan ke 
padamu . Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihatn (Q.S. 4: 58). 

2. DOMINASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KE.ADIL.AN 

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi 

yang amat tinggi dalam sistem perundang- undangan . Se-

hingga keadilan yang ingin ditegakketn Islam dan dipaQ 

dang sebagai s2,l ah sa.tu dasa.rnya yang kuat adalah ke·· 

adilan yang utama bagi setiap orang walaupun berbeda 

bangsa dan agama. 

Perintah berbuat adil ini diterangkan oleh-NJa 

dalcim Al Qur 1 an surah An-Nahl aya.t 90: 
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I / . 

/I I I ~ / / I I J Ii , ,...( I I I , 1 ./ ~ ./ 1 9 J' '// ... ..... 

l~~l~t.-.~J u:~~t u, ; ~w'.J u~Jt3 JW~ ~~~JJ.) 1 u~ 
s l..T !,j)V .. u / / .. ; / ,/ .,, 7...) 

I ,1 / • .9 .::'.'.(' ( / iJ<f I ( d ) I 1 /1 / I " ~ 1 
/ 

LJ.9yX~·,/1•" a.: ~IJ~ly 
~"'t, ,/ 

11 Sesungguhnya Allc:th me nyuruh kamu berlaku adi l dan 
berbuat kebaj i kan, memberi kaum keraba t , dan Allah 
melarang berbuat keji, kemunkar an, dan permusuhan~ 
Di a memberi penga jaran kepadamu agar kamu dapa t me­
ngambi l pelRjaran 11 (Q.S. 16:90) . 

Prinsip keadilan dalam Islam merupakan sistem 

ke a di l an yang sifatnyR rnenye luruh, be.ik dal am keadil·-

an eko n omi, politik, sosial, maupun keadilan dibidang 

bidang yang l ainnya. Artinya , bahwa keadilan itu me-

rupakan keinginan se t iap manusia dimanapun i a berada 

dan men j alanka n aktifita snya . 

Beeitu pu l a prinsip k eadila n harus dibangun di 

dalam pemerintahan maupun legi slat i f .. Da1<?.m artian, 

r ekrutme n jaba tan di pemerintahan maupun di l egisla -

tif harus benar- b e nar mencerrninkan ra sa keadilan , t i-

dak me mandang gol ongan yang satu lebih berhak dari l.§. 

innya a te.u lebih utama dari lainnya . 

Islam memandang manus ia mempunya i persamaRn hak 

di dalam pemerin tahan maupun di da l am legis-latif , m~ 

ka dar i itu tidak di-benarkan adanya pembeda-bedaan 

kesempatan kepada setiap warga negara ateu golongan 

t e rt e nt u. Kare na hal tersebut merupak an penindasan a-

tas hak asasi manusia yang paling hakiki. Sedangkan 

da l am negara hukurn, hak-h ak asas i me nusia sangat di 

lindungi oleh undang -undang. 
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Dominasi GOLKA.R di dalam pemerin tahan dari tL.v:ig 

kat pusat sampai daerah, dari ese lon pa l ing atas sam­

pai paling bawah, merupakan tindakan yang tidak di. b.§: 

narka n oleh undang-undang, lebih-lebih dalam Islam~ 

Karena tindakan itu menutup sama sekali kesempa t an b,9, 

gi masyaraka t atau keloropok yang l c-:.innya untuk berpaf: 

ti sipasi dalam membangun bangsa dan negara. 

Al asan bahwa .KORPRI adalah organi sasi kekarya­

an yang be r afili a si ke GOLKAR at au me nga.spirasi.kan pQ 

litiknya ke GOLKAR, be.riinpl :i.kasi menci ptakan pe rm.£. 

suhan antar kel ompok atau go l ongan dalam masyarakat ~ 

Kare na padci, prinsi pnya pemerintahi:m yang diinginka:n 

Islam tidak di dominasi oleh sekelompok atau s egolong 

an s a j a , tetapi oleh se luruh warga negara. Islam ti­

dak menghendaki adanya pengkotak-kotakan di dalam ma­

syaraka t, karena pengkotak-kotakan itu akan melemah -

kan i.nt egritas suatu pemerint ahan, yang akhirnya akan 

menjerumuskan pemerintahan itu dalam kehancuran~ Dan 

tingkah l aku dorniniF;asi GOLKAR di semua lembaga-lemb~ 

ga pemerintahan sekar ang ini sudah menjurus pada pe­

merintahan 11 monolotikn, yang mendorong terci pta -

pemerintahan yang ot orite r dan totaliter. 

Prilaku politik di a t as tidak me ncerminkan pr,i 

l Gku po litik yang r a sional . Padahal kete ntuan syariat 

Is.lam yang rnenjadi tun.tunan otomatis bagi kepentingan 
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diwujudkannya suatu ummat dan peme r intahan, berdasar­

kan kepada prinsip-prinsip yang rasio nal dan memenuhi 

kebutuhan masyarak8t manapun dan umrnat manapun pada 

setiap zaman dan tempat . 

Kar ena itulah , Islam melarang ummatnya membuat 

un dang - un dang a t au hukum sesuai dengan kehendak hati­

nya. Tetapi telah diberikan bekal dari syariat Allah 

yang dijamin keb e narannya serta kemaslahatannya bagi 

sekalian alam . Sebagai mana firmannya: 
I . / / / ~ .... t... Cr ,,. 

0 
,, ? .> _, .... ..., ..,,. ,,, ,,, i 

~ ~~_.,~,;PJ U.J.£9J~~u~ l.iD ,.. 
" (Qura.n) ini adalah keterangan bagi manueia, jadi 
petunj uk dan pengajaran bagi orc=mg-orang taqwa" 
(Q . S. 3: 138). 

Islam melara ng adanya usaha-usaha dari s a lah 

satu golongan (kekuatan politik) melakukan penjegalan 

terhadap golongan lainnya (Q.S. 49:11), sehingga ek-

sistensi golongan i tu di masyarakci.t terputus a tau t i-

dak ada sama sekali. 

De ri ayat diatas , bisa dijadikan sandaran ba-

gi t idak diperbolehkannya pihak- pi hak tertentu (peme-

rintah) melakukan a tau membant u usaha-usaha untuk meQ! 

bela golongan t ertentu dalam proses pembangunan bang-

sa dan negara , terutama dalam bidang politik . Seperti 

membantu kernenangan GOLKAR di setiap pemilu, atau me-

ngeluarkan ketetapan atau peraturan yang menguntung-
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kan posisi GOLKAR; seperti konsep massa mengambangdan 

penekanan politik terhadap PNS melalui wadah KORPRI. 

Pada prinsipnya, Islam tidak memperbolehkan tercipta­

nya s upe r ioritas satu kelompok atau golongan terhadap 

kelompok atau golongan yang lain. I 

3~ OOMINASI G?LKAR DAL.AM PERSPEKTIF PRINSIP AMAR MA'RUF 
N./UU MUNKAR. 

Dale:m rangka kelarigsungci .. n hidup manusia sebaga 

indivi du da-larr, masyara.kat, Is.lam membe rikan hak dan 

membebankan kewajiban kepada ummatnya. Sehingga manu-

sia berusaha memenuhi dan mendapatkan hak-haknya itu, 

sekaligus berusahR dan melaksanc:>,kan kev1aji ban yang t§. 

lah diembannya. Salah satu perintah i tu adale.h menye-

ru kepada yang ma ' ruf dan me ncegah segala bentuk ke-

r.rnn-karan. 

Anjuran Islam ini, adalah untuk rnenjaga dan m~ 

melihara hukun-hukum syari'at dan dalam usahany.e mem§. 

lihara berlangsungny8 penerapan hukum. Sehingga ter -

ciptH masyarakat yang adi l dan sentosa dalam ridha dan 

bimbingan Allah swt. 

Prinsip amar ma 1 ruf nahi munkar ini ( Q.S .3: 104) 

seharusnya dijadikci.n landasan bagi lembaga legislatif 

dalam melaksanakan tugas d~n tanggungjawabnya se bagai 

lembaga pengontrol dan pengawas ter l aksananya undang­

undang di masyarakat. Karena tanpa menjadikan prinsip 
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ini sebagai landasan dalam operasionalnya, bisa dija­

min l embaga ini tidak mampu melaksanakan t ugasnya de­

ngan baik. 

Adanya dominasi- dominasi yang bermuara pada k.£ 

pentingan ke l ompok , membuktikan bahwa le mbaga ini be­

lum berlandaskan pada prin s ip arnar ma'ruf nahi munkar 

dan belum t ercipta suatu ikatan yang me ngikat serta 

menghimpun anggotanya dalam mencar i kebaikan . 

Sehingga adc:nya dominasi GOLKAR di DPR da1.;tm 

menetapkan suatu keputusan atau undang-undang, membuJi 

tikan kepa dE! ki ta , bahw2, lembaga legislatif ate.u DPR 

d i . negara i rii belum ber jalan sebagaimana yang diingil} 

kan oleh UUD 1945. Tetapi mereka hanya dijadikan alat 

penguasa untuk meligitimasikan cengkraman kekuasaan -

nya, melalui pe r en GOLKAR yang mempunyai suara mayor,! 

tas di dalam lembaga inio 

Jadi d i t i njau dari p r insip ini, eksistensi do­

minasi GOLKAR di DP~ je l c;s-j e las bertentang&n dengan 

ci ta-ci ta Islam. Karena. dengan mendominasi suara di 

DPR, secara tidak langsung menghalang-halangi atau 

bahkan rnematikan keinginan baik golongan a tau partai 

yang lain dalam menyuaraka n aspiras i r akya t dan mene­

gakkan kebenaran, serta mencegah penguasa atau peme -

r intah da r i kemunkaran. Karena eksistensi GOLKAR di si, 

ni sebagai partai peme r intah yang ada dalam DPR . 
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Padahal prinsip demokrasi dalam Islam yang ha­

rus dijunjung tinggi oleh setiap manusia itu adalah 

keadilan dan kebebasan. Yaitu kebebasan untuk mengon-

trol , mengkri tik- pokoknya mencegah l~emunkaran dan k.Q 

zaliman yang dilakukan oleh manusi a yang lain 1 serta 

kebebasan melakukan dan mengusulkan yang ma'ruf. 

Sedangkan musyawarah yang dilakukan secara ke-

lembagaan (legislatif) maupun tidak, yang bertujuan 

untuk suatu ke jabat~n · maupun melindungi kemunkaran a­

tau kejahatan yang ada, sangat dilarang dalam Islam o 

SebagaimRna firman Allah dc=ilam surah Al-Mujadalah: 9: 
I / , 1 / I '1 f / / // _, / ' )' f / / / / 1 I' / ,,- / -, t,, /.I' / 

y'J~'--' ~ )L/lftb·~ ~~\.::, 1.7,J~' V,J.11~\; 
r / , (.. 1:.; )' C. / I"' .C, / .. ~ 1 / I:':/ •J ::, / P .,,. / 

~j~u:JjJ al,)1_,ft.jl} '5~\13_yJt ~ \~~J c}J-1)1 ~? 
/ " /. 1/ e., 

•0..1-~ 
''Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbi -
sik- bisik, maka janganlah berbisik-bisik dengan do­
sa, aniaya dan rnendurhakai Rsul, dan berbisikle.h d&, 
ngan kebaikan dan taqwa. Takutlah kepada Allah yang 
hanya kepada-Nya kamu dihimpun" (Q.S. 58:9)~ 

4~ DOM~NASI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERS.AMA.AN 

Dalam Islam 1 prinsip persamaan berarti setiap 

individu dalam masyarakat mempunya.i hak yang sama, YS! 

itu persamaan dalam mendapatkan kebebasan, tanggungja 

wab, dan tugas-tugas kemasyarakatan. Sehingga Islam 

tidak mengenal pembedaan ummat manusia atas jenis ke-

lamin, asal usul etnis, warna kulit, latar belakang 

hi storis, sosial, ekonomi, dan sebagainya. 
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Negara yang dibangun atas dasar a jaran Islam 

harus berlandaskan asas persaudaraan diantara semua u 

ma t manusic-, , ka r ena I slam memandang negara se bagai s]:! 

atu keluarga besar yang t i ap anggotanya harus saling 

menghormati atas dasar cinta . Sebagci.imana fir rnan AD.ah 

11 o r ang-or.:i.ng r.rnkmin it u a.da lBh bersB.udara, se ba b 
itu perdamRikanlBh antara dua or ang saudarci.mu , dan 
t aku tlah kepada Allah, rn udah-mudahan karuu mendapat 
r El hma t 11 

( Q. S • 4 9 : 1 0) .. 

Dari sini Jelas, bahwa prinsip persarrman yang 

diinginkan Isle.m ada l c:,h prinsip persaI'.laan atci.s indivi 

du maupun go longan atau kelompok di dalam semua aspsk 

kehidupan, tidak t erkecuali atas persam2,an hak dalam 

berpolitik dan kedudukan di dal am pemerintahan dan l~ 

gislatif. Sehingga dalam pr i nsip pe rsamaan Islam ini 

tidak di benarkau adanya s uperi oritas dan dominasi di 

dal am aspek kehidupan masyarakat . 

Termasuk dominasi Go l kar di le mbaga legislatif 

maupun di dalam pemerintahnn, sangat bertentangan de-

ngan prinsip persamaan da l am I slam ini. Karena fungsi 

I s l 8m se bagai r ah ma tcH1 lil 1 alamin , tidak mengenal ad£: 

nya diskriminasi - diskriminasi da l am bent uk apapun,, s~ 

hingga te rcipta ummat yang aman , damai dan sentosa. 
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Dominasi GOLKAR dalam sis tem perpoli ti ka n di 

Indonesia, menunjukkan kurang dan bahkan tidak berja­

lannya persamaan hc>,k i ndi vi du dalarn hukum dan pemerin 

tahan yang dijamin oleh UUD 1945. Ini berarti secara 

i mpl isit menunjukkan bahwa pemerintah ORBA belum men­

j alankan UUD 1945 se ca ra murni dan konsekwen, te r uta­

ma dalam kehidupan berpolitik. 

Hal diatas, bisa kita saksikan kooposisi jaba­

tan birokrasi y2,ng adR,. dari tingkat pusat seperti pQ 

jabat tinggi (Menteri, DPA, MA), sampai kepada Guber­

nur, Bupa ti, Camat, dan Kepala Desa, di pegang oleh 

GOLKAR. Bahkan Presidan dan parci Menteri menjabat se­

bagai ketua pembina dan para pembi na dala~ DPP GOLKA& 

Dari s ini secara tidak langsung, OR3A telah 

terj e bak pada monolitik kekuasaan, yang sangat berba­

haya bagi stabilitas dan pembangunan pol i tik bangsa • 

Karena pemerintahan yang monolitik akan rnernbawa kepa­

pemerintahan yang diktator dan tirani . Dan pemerinta­

han yang diktator akan mernbawa kepada pemberontakan , 

dan pernberontakan akan membawa kepada kehancuran. 

Jadi pemerintaha.n yang demokre,tis dengan sendi 

rinya akan menghasilkan mC1.syarake1t yang demokratis p_g 

la. Te tapi pernerintahan yang demokratis harus bersan­

dar kepada kekuasaan yang bersumberkan kernauan, kemam 

puan dan pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu 
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setiap pemerintahan ya ng demokratis akan memberikan 

kesempatRn yang seluas-luasnya hagi warganya dalam s&, 

gala aspek kehiciupan .. Sehingga dalam rnasya.rakat demo .... 

kratis muncul kesadaran bahwa kekuasaa n akan aman ka­

lau berada di tangan rakyat sendiri . 
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